PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/13 /PBI/2011
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA

BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a. bahwa kelangsungan usaha bank tergardari kemampuan

bank dalam  melakukan  penanaman dana dengan
mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan PriSsigriah;

bahwa penilaian kualitas aktiva dalam rangka peitoixan
penyisihan penghapusan aktiva merupakan salah lsabtuk
pengelolaan risiko yang bertujuan agar bank dapanyerap
potensi kerugian yang telah diperkirakergected logs

bahwa dengan diberlakukannya undang-undang tentang
perbankan syariah serta harmonisasi dengan keterterait
lainnya, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yé#erait
dengan penilaian kualitas aktiva dan pembentukamyip@an
penghapusan aktiva;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuth
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu mengatur kelimketentuan
mengenai kualitas aktiva bagi bank umum syariahudanusaha

syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199%aten Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No®&o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8dB)3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangwtgnd
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan ridéahe
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ta@88 1
tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Leamba
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Téaba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0082
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENAIAN
KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT

USAHA SYARIAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjae:
1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syasabagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008artg Perbankan

Syariah...



Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutrsebdi BPRS, adalah Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksudn daladang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank bai&nmdaupiah maupun valuta

asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentolbRgaan, Surat Berharga

Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, PemgrtModal, Penyertaan Modal

Sementara, Penempatan Pada Bank Lain, komitmen kdatinjensi pada

Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk pemgad dana lainnya yang

dapat dipersamakan dengan itu.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihandyzergamakan dengan itu

berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentukidharabaldanmusyarakah

b. transaksi sewa-menyewa dalam benjatah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutamgrabahahsalam danistishna;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutgagih dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam beniakah untuk transaksi
multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antata dzam pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi lf@s dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktente dengan imbalan

ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan akachudharabah yang selanjutnya disebut

PembiayaarMudharabaly adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu

usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modailaabah yang bertindak

selaku pengelola dana dengan membagi keuntungaha usasuai dengan

kesepakatan..
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kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkeugi&n ditanggung
sepenuhnya oleh Bank kecuali jika hasabah melakké&salahan yang disengaja,
lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan berdasarkan akadsyarakahyang selanjutnya disebut Pembiayaan
Musyarakah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama aBtaria dengan
nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masingwgnaisiak memberikan porsi
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibaguai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuogail porsi dana masing-
masing.

Pembiayaan berdasarkan akadrabahah yang selanjutnya disebut Pembiayaan
Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menedasiganbelinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan hamyg lebih sebagai
keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan berdasarkan akadlam yang selanjutnya disebut Pembiayaan
Salam adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara peneatan pembayaran
harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syartntu yang disepakati.
Pembiayaan berdasarkan akatishna, yang selanjutnya disebut Pembiayaan
Istishna), adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pearegpembuatan
barang tertentu dengan kriteria dan persyaratdanter yang disepakati antara
nasabah dan penjual atau pembuat barang.

Pembiayaan berdasarkan akgarah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan
ljarah, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak giau manfaat
dari suatu barang atau jasa berdasarkan transewsi, sanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan berdasarkan akgarah muntahiya bittamlik yang selanjutnya
disebut Pembiayaatjarah Muntahiya Bittamlik adalah Pembiayaan dalam

rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari sbatang atau jasa

berdasarkan..
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berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindapamiiikan barang.
Pembiayaan berdasarkan akgdrdh, yang selanjutnya disebut Pembiayaan
Qardh adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman danal&@emsabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dang g#erimanya pada
waktu yang telah disepakati.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti beriagedberdasarkan Prinsip
Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uangatianpasar modal antara
lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syaridan surat berharga lainnya
berdasarkan Prinsip Syariah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjuttiggbut sebagai SBIS, adalah
surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah begangktu pendek dalam mata
uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalangidan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yaemiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dadmtukbsaham pada
perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sy@ratasuk penanaman dana
dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonveesijadi sahamcpnvertible
bondg atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prifggriah yang berakibat
Bank memiliki atau akan memiliki saham pada peraaahyang bergerak di
bidang keuangan syariah.

Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan rBad#ll antara lain berupa
pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan mergadam dalam
perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pemyatlana dan/atau
piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimanaldiod dalam ketentuan

Bank Indonesia.

18. Penempatan.
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Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman damaBaak Umum Syariah,
Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dddantuk giro, tabungan,
deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatarydaberdasarkan Prinsip
Syariah.

Transaksi Rekening Administratif adalah komitmemn #antinjensi ¢ff-balance
sheel berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas kbagaransi,
akseptasi/endosemeirrevocable Letter of Credi{L/C) yang masih berjalan,
akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangtemdbyL/C dan garansi lain
berdasarkan Prinsip Syariah.

Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBétglah perkiraan pendapatan
yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pemmalbalharabah dan
PembiayaanMusyarakahsetelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan
jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakatira®@ank dan nasabah.
Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBHalah pendapatan yang
diterima Bank dari nasabah atas Pembiay®ardharabah dan Pembiayaan
Musyarakahsetelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.

Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain AktReoduktif yang memiliki
potensi kerugian, antara lain dalam bentuk AgunangYDiambil Alih, properti
terbengkalai, serta Rekening Antar Kantor &arispense Account

Agunan Yang Diambil Alih, yang untuk selanjutnyssebut AYDA, adalah
sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, halklui pelelangan maupun
di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukalelapemilik agunan atau
berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari lige@mgunan, dengan
kewajiban untuk dicairkan kembali.

Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang uindari transaksi antar

kantor yang belum diselesaikan dalam jangka wakterttu.

25.3Suspense..
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Suspense Accouatlalah akun yang digunakan untuk menampung trangaikg

tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengankwmen pencatatan yang

memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dad&aon yang seharusnya.

Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnyebdisPPA, adalah cadangan

yang harus dibentuk sebesar persentase tertertadaekan kualitas aktiva.

Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai P(KIPP) yang:

a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepemgan dan keuangan
baik dengan Bank maupun nasabah yang menerimaassil

b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kodepetifesi dan ketentuan-
ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yaagvenang;

c. menggunakan metode penilaian berdasarkan stanof@sppenilaian yang
diterbitkan oleh institusi yang berwenang;

d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenamguk beroperasi sebagai
perusahaan penilai; dan

e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakuiinéétusi yang berwenang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutdigebut UMKM, adalah

UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Naz@ofahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjatrgisebut KPMM,

adalah KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuark Badonesia yang

mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal mmimu

BAB Il
KUALITAS AKTIVA
Pasal 2
Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajibsaiiakan berdasarkan

prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

(2) Bank...
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(2) Bank wajib menilai, memantau dan mengambil landkaigkah antisipasi agar

kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar

Pasal 3
Penilaian kualitas aktiva dilakukan terhadap AktiPaoduktif dan Aktiva Non
Produktif.

Pasal 4

(1) Bank wajib melakukan penilaian dan penggolongaritassaktiva sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitasvakantara Bank dan Bank
Indonesia, kualitas aktiva yang diberlakukan addahlitas yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

(3) Bank wajib menyesuaikan kualitas aktiva sesuai dengenilaian kualitas yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimakswuh ayat (2) dalam
laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank lrslandan/atau laporan
publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bawdoresia yang berlaku,
paling lambat pada periode laporan berikutnya aketpemberitahuan dari Bank

Indonesia.

BAB Il
AKTIVA PRODUKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhdaeberapa rekening

Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayaisht(l) nasabah pada Bank

yang...



yang sama.

(2) Penggolongan kualitas yang sama sebagaimana dithglesla ayat (1) berlaku
pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dataa tagihan yang diberikan
oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakandasarkan perjanjian
Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.

(3) Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang@riieda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajibggelongkan kualitas yang
sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikutlitas Aktiva Produktif
yang paling rendah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d@gatualikan dalam hal
Aktiva Produktif digolongkan berdasarkan faktor iegan yang berbeda.

Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva Riktif secara bulanan.

Pasal 7
(1) Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produldjfondidukung dengan
dokumen yang lengkap dan memberikan informasi gakgp.
(2) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas AkBvaduktif yang oleh
Bank digolongkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusesjadi paling tinggi
Kurang Lancar, apabila dokumen penanaman dana treakberikan informasi

yang cukup untuk mendukung penggolongan dimaksud.

Bagian Kedua..
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Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 8
Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam kbé&nPembiayaan dilakukan
berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. prospek usaha;
b. kinerja performancg nasabah; dan
c. kemampuan membayar.
Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaaigotbngkan menjadi

Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar,dbkan, dan Macet.

Pasal 9
Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dichdktam Pasal 8 ayat (1)
huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-kongposebagai berikut:
a. potensi pertumbuhan usaha;
b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka menelingkungan hidup.
Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaiman&slicha@alam Pasal 8 ayat (1)
huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-kongrosebagai berikut:
a. perolehan laba;
b. struktur permodalan;
c. arus kas; dan
d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagainmaakstid dalam Pasal 8

ayat (1) huruf ¢ meliputi penilaian terhadap komgokomponen sebagai

berikut ...
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berikut:
ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi heeil/

ketersediaan dan keakuratan informasi keuangaralasa

a
b

c. kelengkapan dokumen Pembiayaan;

d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
e. kesesuaian penggunaan dana; dan

f

kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 10

(1) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam benR#&mbiayaan dilakukan
dengan melakukan analisis terhadap faktor penila@pagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan komponendmmmpsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam berf@mbiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhghan:
a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktomifgan dan komponen;

serta

b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen teapachasabah yang

bersangkutan.

Pasal 11
(1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengakuteria dan persyaratan
nasabah Pembiayaan yang wajib menyampaikan laga@aangan yang telah
diaudit akuntan publik, termasuk aturan mengenaasavaktu penyampaian
laporan tersebuit.
(2) Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalamap@ggn antara Bank dan

nasabah..
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nasabah.
Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayawdiip memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaaari hasabah yang tidak
menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1)

diturunkan satu tingkat dan digolongkan paling gingurang Lancar.

Pasal 12
Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalabentuk Pembiayaan
Mudharabah dan PembiayaanMusyarakah yang dilakukan berdasarkan
kemampuan membayar mengacu pada rasio RBH terhBid dan/atau
ketepatan pembayaran pokok.
Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimanakdid pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode RgadnMudharabahdan
PembiayaaMusyarakahyang telah berjalan.
PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usamatus kas masukgsh
inflow) nasabah selama jangka waktu Pembiaydadharabahdan Pembiayaan
Musyarakah
Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatgarderasabah apabila
terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, rpatan politik yang
mempengaruhi usaha nasabah.
Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dafsrjanjian
PembiayaanMudharabah dan PembiayaamMusyarakahantara Bank dengan

nasababh.

Pasal 13..
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Pasal 13
Dalam PembiayaanMudharabah Bank tidak diwajibkan menetapkan
pembayaran angsuran pokok secara berkala oleh &lasab
Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk menggiransiko tidak
terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh teymgala dalam Pembiayaan
Mudharabahdisepakati tidak ada pembayaran angsuran pok@kabéerkala.
Untuk PembiayaaiMusyarakahdengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun,
Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran poko#rasdeerkala sesuai
dengan proyeksi arus kas masaagh inflowy usaha nasababh.
Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembidyadharabah dan
PembiayaanMusyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan

antara Bank dengan nasabah.

Pasal 14

Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam b&ntPembiayaan dan

penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan fald®r penilaian

kemampuan membayar untuk:

a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang damedleh setiap Bank
kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek de¢umgeeh paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang dimedleh setiap Bank
kepada nasabah UMKM dengan jumlah:

1) lebih besar dari Rpl1.000.000.000,00 (satu milygriat) sampai
dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar ryptegi Bank
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

I.  memiliki predikat penilaian kecukupan sistem permigdian

risiko (risk control systemuntuk risiko kredit “sangat memadai”

fStI’OI’\@;
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(strong);
memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan pglrendah 3
(tiga); dan
memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan keten

yang berlaku;

lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyguiaf) sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rugalg) Bank yang

memenuhi kriteria sebagai berikut:

memiliki predikat penilaian kecukupan sistem penigian
risiko (risk control systepn untuk risiko kredit “dapat
diandalkan” é&cceptable)

memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paliendah 3
(tiga); dan

memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan keten

yang berlaku.

(2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam b&ntPembiayaan dan

3)

penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pat&la huruf b bagi Unit

Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

predikat penilaian kecukupan sistem pengendaligikori (fisk control
system untuk risiko kredit mengacu pada predikat peailakecukupan

sistem pengendalian risikagk control systemUnit Usaha Syariah; dan

peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMidengacu pada

peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPbéivik induknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurdék diberlakukan untuk

Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang dimerepada 1 (satu)
nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rpl@@mD000,00 (satu

milyar rupiah) yang merupakan:

a. Pembiayaan..
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a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau

b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabadstarBank.

(4) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikas ptansip pembiayaan yang

1)

(2)

sehat, penilaian kualitas Aktiva Produktif dalamntoé& Pembiayaan dan
penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Barpadta nasabah UMKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukerdasarkan faktor

penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Byat (

Pasal 15

Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalisiRorifisk control system

untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kbatan, dan rasio KPMM yang

digunakan dalam penilaian kualitas Aktiva Produkiilam bentuk Pembiayaan

dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimakdach d@asal 14 ayat (1)

huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesiay ydiberitahukan kepada

Bank pada tiap semester.

Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem epeladjan risiko risk

control systemuntuk risiko kredit, peringkat komposit tingkatdehatan Bank,

dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kasliAktiva Produktif
dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lasebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan sebagyak:

a. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk nitgayaan dan
penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai dehganmenggunakan
predikat penilaian kecukupan sistem pengendaliaikori (fisk control
system untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkatdehatan, dan rasio
KPMM Bank paling lama posisi bulan September taselmelumnya; dan

b. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk nitéayaan dan

penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengarrbiger menggunakan

predikat...
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predikat penilaian kecukupan sistem pengendaligikori (fisk control
system untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkatdehatan, dan rasio
KPMM Bank paling lama posisi bulan Maret tahun yaaga.

Bagian Ketiga
Surat Berharga Syariah
Pasal 16

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertutiengenai Aktiva Produktif dalam

bentuk Surat Berharga Syariah, sebagai berikut:

a.

(1)
(2)

kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentukrabuBerharga Syariah
wajib disetujui oleh Dewan Komisaris;

prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentukaBBerharga Syariah wajib
disetujui paling kurang oleh Direksi;

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secdaf aerhadap
pelaksanaan kebijakan mengenai Aktiva Produktiimlabentuk Surat Berharga
Syariah; dan

kebijakan dan prosedur mengenai Aktiva Produktifisiebentuk Surat Berharga
Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan ladoijakan manajemen

risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bashénesia yang berlaku.

Pasal 17
Bank dapat melakukan investasi pada Surat Berl&ygaah.
Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada €& dapat

diperdagangkan sepanjang sesuai dengan Prinsi@yar

Pasal 18..
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Pasal 18

(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat BedwarSyariah yang diakui
berdasarkan nilai pasar digolongkan Lancar sepgm@amenuhi persyaratan:
a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan

c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktungyatepat, sesuai
perjanjian; dan

d. belum jatuh tempo.

(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SuratrBarga Syariah yang diakui
berdasarkan harga perolehan atau yang diakui lsekdas nilai pasar namun
tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indemetan/atau tidak terdapat
informasi nilai pasar yang transparan, digolongsaimagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1) memiliki peringkat investasinvestment gradeatau lebih tinggi yang
diterbitkan oleh lembaga pemeringkatiting agency yang diakui
oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu &gtun terakhir;

2) telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktmgydepat, sesuai
perjanjian; dan

3) belum jatuh tempo;

b. Kurang Lancar, apabila:

1) memiliki peringkat investasinvestment gradeatau lebih tinggi yang
diterbitkan oleh lembaga pemeringkatting agency yang diakui
oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu &gtun terakhir;

2) terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/nfegiferkala atau
kewajiban lain sejenis; dan

3) belum jatuh tempo;

atau

1) memiliki ...
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1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkia bawah peringkat
investasi ihvestment grade yang diterbitkan oleh lembaga
pemeringkat rating agency yang diakui oleh Bank Indonesia dan
diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;

2) tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasjiffiee berkala
atau kewajiban lain sejenis; dan

3) belum jatuh tempo;

Macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak nmeime kriteria

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SuratrBarga Syariah di luar Surat

(1)

(2)

Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayatlafi)ayat (2), yang

diterbitkan oleh nasabah mengikuti kualitas AktiPaoduktif dalam bentuk

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bektgsaham dan/atau Surat

Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin aengset tertentu yang

mendasar{underlying reference assetang berbentuk saham.

Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariahgydihubungkan atau

dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepgnja

a.
b.

aset yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;

Bank memiliki hak atas aset yang mendasari ataualak nilai dari aset
yang mendasari;

Bank memiliki informasi yang jelas, tepat, dan @tunengenai rincian aset
yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nifantssing-masing aset
dasar, termasuk setiap perubahannya; dan

Bank menatausahakan rincian komposisi dan perasbityang mendasari

serta...
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serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal tpgadiahan komposisi

aset.

Pasal 20
(1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bé&nSurat Berharga Syariah
yang dihubungkan atau dijamin dengan aset terteysimg mendasari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang pemhaanajibannya terkait
langsung dengan aset yang mendagaasg throug)y baik yang dapat dibeli
kembali maupun tidak dapat dibeli kembatio( redemption oleh penerbit,
didasarkan pada:
a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Bedwmar Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
b. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syapiabila Surat Berharga
Syariah tidak memiliki peringkat.
(2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bé&nSurat Berharga Syariah
berupa sertifikat reksadana, didasarkan pada:
a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Bedwar Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
b. kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadaaa ldialitas penerbit

sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadatak memiliki peringkat.

Pasal 21
Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat BedmiSyariah yang diterbitkan atau
diendos oleh Bank lain digolongkan sebagai berikut:
a. untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkdan/atau akitif
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkerdasarkan kualitas

terendah antara:

1) hasil...
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1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualit&sivA Produktif dalam
bentuk Surat Berharga Syariah yang berlaku, atau
2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualit&sivA Produktif dalam
bentuk Penempatan Pada Bank Lain.

b. Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakkteysat tidak aktif
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidamiliki peringkat,
digolongkan berdasarkan kualitas Aktiva Produkt@idadn bentuk Penempatan
Pada Bank Lain.

Pasal 22
Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS dan &uBerharga Syariah dan/atau
tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indondsadasarkan Prinsip Syariah

digolongkan Lancar.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal
Pasal 23
(1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank lebih rendaB@% (dua puluh persen)
wajib dicatat dengan metode biayaogt method dan digolongkan sebagai
berikut:

a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan thbka terakhir yang
telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukaggotran memperoleh
laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;

b. Kurang Lancar, apabila berdasarkan laporan keuatagam buku terakhir
yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakuganyertaan
mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua pulul lp@rsen) dari

modal perusahaan;

c. Diragukan...



-21 -

c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangam tahku terakhir yang
telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukaygresan mengalami
kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima persen)gamengan 50% (lima
puluh persen) dari modal perusahaan; atau

d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tabiko terakhir yang
telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukaygrean mengalami
kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dardalgperusahaan;

(2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank 20% (dua pelgen) atau lebih wajib
dicatat dengan metode ekuitasg|@ity methogdan digolongkan Lancar.
(3) Dalam rangka Penyertaan Modal, Bank wajib juga wkngbada Peraturan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehaigmatlalam penyertaan

modal, dan fatwa Dewan Syariah Nasional — Majellanmé Indonesia yang

berlaku.

Pasal 24
(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaaoddl Sementara dinilai
berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkbagaimana dimaksud
dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaanoddl Sementara
digolongkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu (stdhun;
b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka wdk{satu) tahun dan
belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun;
c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktuedpat) tahun dan
belum melampaui 5 (lima) tahun; atau
d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (Jitadun atau belum

ditarik kembali meskipun perusahaan nasabah telamilki laba

kumulatif ...
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kumulatif.
Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Pa&seModal Sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapgdt yang memadai
bahwa:
a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakiaan adilakukan
dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku/atan
b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangktuvi (lima) tahun
diperkirakan sulit untuk dilakukan.
Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wagh tunduk pada
Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenasiprkehati-hatian dalam
kegiatan penyertaan modal dan fatwa Dewan Syar&asgioNal — Majelis Ulama

Indonesia yang berlaku.

Bagian Kelima
Penempatan Pada Bank Lain
Pasal 25

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertutiengenai Aktiva Produktif dalam

bentuk Penempatan Pada Bank Lain, dengan ketentuan:

a.
b.

C.

kebijakan penempatan wajib disetujui oleh Dewan Isanis;

prosedur penempatan wajib disetujui paling kurdeg Direksi;

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secdaf derhadap
pelaksanaan kebijakan penempatan; dan

kebijakan dan prosedur penempatan merupakan bggiam tidak terpisahkan
dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimaatddalam ketentuan Bank

Indonesia yang berlaku.

Pasal 26..
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Pasal 26

(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatamadd Bank Lain

digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1)

2)

bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMB&ling

rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagéut:

tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untué aitedh;
dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungamdsarkan
akadwadiah

tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal ingedtm/atau
bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasaied
mudharababh;

tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok invesi@siatau
rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau saangah 80%
(delapan puluh persen) untuk Pembiayddndharabah dan
PembiayaaMusyarakah atau

tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atartjin

untuk Pembiayaallurabahah

b. Kurang Lancar, apabila:

1)

2)

bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMpaling

rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagéut:

terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai denghme)
hari kerja untuk akadardh;
tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) harj&kentuk giro

dan tabungan berdasarkan akatlal

iii. terdapat...
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terdapat tunggakan pembayaran nominal investaga@anbagi
hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk tagaum atau
deposito berdasarkan akadidharabah;

terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi safepgan
5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap R&bih besar
dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil d@%8(delapan
puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama latah

kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengairitiga)

periode pembayaran untuk PembiayadMudharabah dan

PembiayaaMusyarakah atau

terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau nmeajmpali
dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiay&éurabahah

Macet, apabila:

1)

2)

3)

bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPN&ih rendah

dari ketentuan yang berlaku;

bank yang menerima penempatan telah ditetapkamdagsgawasan

khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan selurglatke usaha,

atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau

Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagut:

terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih daringajl hari
kerja untuk akadjardh;

tidak dapat ditarik lebih dari 5 (lima) hari kegatuk giro dan
tabungan berdasarkan akaddmah

terdapat tunggakan pembayaran nominal investaga@anbagi
hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungastau deposito
berdasarkan akadudharababh;

iv. terdapat...
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lv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi ldhih 5
(lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap PBki& dengan
atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebdri 3 (tiga)
periode pembayaran untuk PembiayadMudharabah dan
PembiayaaMusyarakah atau
v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau nhelojim dari
5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaidturabahah
(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatadd Bank Lain berupa
Pembiayaan kepada BPRS dalam randkakage Program dengan pola
executingdigolongkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila:
1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMpaling
rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagauberik
I.  tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untué aitedh;
ii. dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasaidead
wadiah
lii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal ingedtn/atau
bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasaided
mudharababh;
Iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasiatau
rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau saangah 80%
(delapan puluh persen) untuk Pembiayddndharabah dan
PembiayaaMusyarakah atau
v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atartjin
untuk Pembiayaaklurabahah

b. Kurang...
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b. Kurang Lancar, apabila:

1)

2)

BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMpaling

rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagauberik

terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai der@ghga
puluh) hari untuk akadardh;

tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga pulufi untuk
tabungan berdasarkan akaddiah

terdapat tunggakan pembayaran nominal investasatdanbagi
hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk nglbn atau
deposito berdasarkan akamaidharabah

terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi&asepgan
30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadagHHBbih

besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kdaii 80%
(delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap &B8hha atau
lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampaig#n3 (tiga)
periode pembayaran untuk Pembiayadfudharabah dan

PembiayaaMusyarakah atau

terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau msajmpai
dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiay¥amabahah

c. Macet, apabila:

1)

2)

BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPM©ih

rendah dari ketentuan yang berlaku;

BPRS yang menerima penempatan

pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekammuh

kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahamsydathu

3) penempatan.

telah ditetapkan mdala
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3) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagauberik
I.  terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih darti§@ puluh)
hari untuk akadjardh;
ii. tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hantuk tabungan
berdasarkan akadadiah
lii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investagata bagi
hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungdau deposito
berdasarkan akadudharabah
Iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investash ldari 30
(tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap P&ina
dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perselnih dari 3
(tiga) periode pembayaran untuk Pembiay®armdharabahdan
PembiayaaMusyarakah atau
v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau nialpjim dari
30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayasiurabahah

Pasal 27

Kualitas tagihan akseptasi digolongkan sebagakbieri

a. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentukneenpatan Pada Bank Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila piaak wajib melunasi
tagihan adalah bank lain; atau

b. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk nilgayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 apabila pihak yang wajibunaai tagihan adalah
nasabah.

Bagian Keenam..
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Bagian Keenam

Transaksi Rekening Administratif
Pasal 28

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Transaksi kBeing Administratif

digolongkan sebagai berikut:

a.

1)

(2)

mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentukneenpatan Pada Bank Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila penaknl transaksi dari
Transaksi Rekening Administratif tersebut adalafkidain; atau

mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk nil@ayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 apabila pihak lawan transkks Transaksi Rekening

Administratif tersebut adalah nasabah.

Pasal 29

Penetapan kualitas Aktiva Produktif dalam bentukanseksi Rekening
Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal id8ktberlaku untuk
kewajiban komitmen dan kontinjensi yang:

a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oletk;Betau

b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kormmtisabah menurun

menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontirgensebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klauselzagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a atau huruf b ke dalam pegangantara Bank dengan

nasabah.

BAB IV ...
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BAB IV
AKTIVA NON PRODUKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

Bank wajib menilai kualitas Aktiva Non Produktifcsga bulanan.

Bagian Kedua
Agunan yang Diambil Alih
Pasal 31
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertuli@ngenai Aktiva Non Produktif
dalam bentuk AYDA.

Pasal 32
(1) Bank dapat mengambilalih agunan dalam rangka pesgein Pembiayaan.
(2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud paala (y hanya dapat

dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan yang mekubiitas Macet.

Pasal 33
(1) Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihagu@an atas dasaret
realizable value
(2) Penetapamet realizable valuesebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA damganilai
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.
(3) Maksimum net realizable valueadalah sebesar nilai Pembiayaan yang

diselesaikan dengan AYDA.

Pasal 34..
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Pasal 34
(1) Bank yang mengambil alih agunan sebagaimana dirdatglam Pasal 32 wajib
mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhgumsejak tanggal
pengambilalihan.
(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYBBagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 35
Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA dipngkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (9a&ahun; atau
b. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu)Han.

Bagian Ketiga
Properti Terbengkalai
Pasal 36

(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongérhadap Properti
Terbengkalai yang dimiliki.

(2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimhgbada ayat (1) wajib
disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.

(3) Dalam hal sebagian besar dari suatu properti digamaintuk kegiatan usaha
Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak wédan tidak digolongkan
sebagai Properti Terbengkalai.

(4) Dalam hal sebagian kecil dari suatu properti digganauntuk kegiatan usaha
Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak oldgan digolongkan sebagai

Properti Terbengkalai.

Pasal 37..
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Pasal 37
(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadapelPi Terbengkalai yang
dimiliki.
(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaiarpero Terbengkalai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38
(1) Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk Propdrérbengkalai digolongkan
sebagai berikut:
a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sanglengan 1 (satu)
tahun;
b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dknilebih dari 1 (satu)
tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiligbih dari 3 (tiga) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki leldiéri 5 (lima) tahun.
(2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaymyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kaalisatu tingkat di bawah

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Rekening Antar Kantor daBuspense Account
Pasal 39
(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian RekeningrAftantor darSuspense
Account.
(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Rekening AnKantor danSuspense

Accountdigolongkan sebagai berikut:

a. Lancar,...
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a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor d&mspense Accouriercatat
dalam pembukuan Bank sampai dengan 6 (enam) latkan;
b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor d&uspense Accourtercatat

dalam pembukuan Bank lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB V
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40
(1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produlddn Aktiva Non
Produktif.
(2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk AktivauRtiigddan
b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.
(3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikepaling kurang

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indornasia i

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
Pasal 41

(1) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimdakud Pasal 40 ayat
(2) huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 1s&u(persen) dari seluruh

Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar.
(2) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimp&dadayat (1) tidak
berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk SBISy&uBerharga Syariah yang

diterbitkan Pemerintah Indonesia, dan bagian Ak®raduktif yang dijamin

dengan...



-33 -
dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan sabagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b.
(3) Pembentukan cadangan khusus PPA sebagaimana dar@dismm Pasal 40 ayat
(2) ditetapkan paling rendah sebesar:
a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digojean Dalam Perhatian
Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dakti#a Non Produktif
yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi migunan;
c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif daiktia Non Produktif
yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi ralgiinan; atau
d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif danivektNon Produktif
yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agun
(4) Kewajiban membentuk PPA sebagaimana dimaksud pgata(B) dan ayat (3)
tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk niteayaan ljarah atau
Pembiayaatjarah Muntahiya Bittamlik.
(5) Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasivAkProduktif dalam
bentuk:
a. Pembiayaanjarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi
Bank bagi aktiva yang sejenis; dan/atau
b. Pembiayaamarah Muntahiya Bittamliksesuai dengan masa sewa.
(6) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor penguratgmdperhitungan PPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukiatk Aktiva Produktif.

Pasal 42
Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam benR#&mbiayaan ditetapkan
sebagai berikut:

a. PembiayaanMurabahah Pembiayaanlstishna, dan Pembiayaan multijasa

dihitung ...
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dihitung berdasarkan saldo harga pokok;

Pembiayaarbalamdihitung berdasarkan harga perolehan; dan
PembiayaanMudharabalh PembiayaanMusyarakah dan Pembiayaa®ardh

dihitung berdasarkan saldo baki debet.

Bagian Ketiga
Penilaian Agunan
Pasal 43

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurdatam pembentukan PPA

ditetapkan sebagai berikut:

a.

untuk agunan berupa jaminan Pemerintah Indonesaas&lengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebesar 100%us@exrsen) dari nilai yang
dijamin;
untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, deposétmran jaminan, dan/atau
emas yang diblokir dan disertai dengan surat kysseairan, paling tinggi
sebesar 100% (seratus persen);
untuk agunan berupa surat berharga dan/atau tagidag diterbitkan oleh
Pemerintah Indonesia, paling tinggi sebesar 10@¥%a{$s persen);
untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah yarfgdgkrdagangkan di bursa
efek di Indonesia atau memiliki peringkat investgang diikat secara gadai,
paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) ddai yang tercatat di bursa
efek pada akhir bulan;
untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan ygogadian untuk tempat
tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, palimggi sebesar:
1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apabil

a) penilaian oleh Penilai Independen dilakukanmal® (delapan belas)

bulan terakhir; atau

b) penilaian...
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b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam (fia belas) bulan
terakhir;

50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apabila

a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Indepengdéath melampaui 18
(delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 gdlitn empat)
bulan terakhir; atau

b) penilaian yang dilakukan oleh penilai interratemelampaui 12 (dua
belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapanspdialan
terakhir;

30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apabila

a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independath melampaui 24
(dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 8@ (@uluh)
bulan terakhir; atau

b) penilaian yang dilakukan oleh penilai internatelmelampaui 18
(delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 gdltn empat)
bulan terakhir;

0% (nol persen) dari nilai wajar apabila:

a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Indepengéah melampaui 30
(tiga puluh) bulan terakhir; atau

b) penilaian yang dilakukan oleh penilai interratemelampaui 24 (dua

puluh empat) bulan terakhir;

untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan bukak iempat tinggal dan

mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan denganyang diikat dengan hak

tanggungan; pesawat udara dan kapal laut dengaarukiu atas 20 (dua puluh)

meter kubik yang diikat dengan hipotek; kendaraammiotor dan persediaan

yang diikat secara fidusia; serta resi gudang yhikgt dengan hak jaminan atas

resi gudang, paling tinggi sebesar:

1) 70% (tujuh...
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(1)
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3)
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1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apalgienilaian dilakukan dalam
12 (dua belas) bulan terakhir;

2) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apalpknilaian yang dilakukan
telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belulampaui 18 (delapan
belas) bulan terakhir;

3) 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apalpénilaian yang dilakukan
telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namumbeialampaui 24 (dua
puluh empat) bulan terakhir; atau

4) 0% (nol persen) dari nilai wajar apabila penitaiyang dilakukan telah

melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Pasal 44
Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai fakemgurang dalam pembentukan
PPA dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.
Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai fakEmgurang dalam pembentukan
PPA ditetapkan berdasarkan nilai terendah antaraitpegan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 dengan nilai pengikatanaagu

Pasal 45

Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Iretefen bagi Pembiayaan
yang diberikan kepada nasabah atau grup nasalardiio Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai mBank bagi Pembiayaan yang
diberikan kepada nasabah atau grup nasabah pamgk Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan oleh ilRenndependen bagi

Pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima anilgupiah) sebagaimana

dimaksud...
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(1)
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dimaksud pada ayat (1) maka hasil penilaian aguidak diperhitungkan
sebagai faktor pengurang PPA.

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apaéitdapat beberapa nilai dari

Penilai Independen atau penilai intern.

Pasal 46

Bank Indonesia berwenang melakukan penghitungarb&kratas nilai agunan

yang telah dikurangkan dalam PPA, antara lain #guabi

a. agunan tidak dilengkapi dengan dokumen terkait plamgikatan agunan
belum sesuai dengan peraturan perundangan-undgaggrberlaku;

b. penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketent@dagaimana dimaksud
dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45; atau

C. perjanjian asuransi yang melindungi agunan tidakaaetumkarbanker’s
clauseyaitu klausula yang memberikan hak kepada Bankkuntenerima
uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaram kla

Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungahadep agunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ harus:

a. memenuhi ketentuan permodalan sesuai ketentuandratigpkan institusi
yang berwenang; dan

b. bukan merupakan pihak terkait dengan Bank ataunksd& peminjam
dengan nasabah Bank, kecuali agunan dimaksud disgesskan kepada
perusahaan asuransi yang bukan merupakan pihalttddngan Bank atau
kelompok peminjam dengan nasabah Bank.

Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai aferggrhitungan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam

laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Ilrsl@ndan/atau laporan

publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Badoriesia yang berlaku,

paling...
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paling lambat pada periode laporan berikutnya aletpemberitahuan dari Bank

Indonesia.

BAB VI
HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH
Pasal 47
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertuingenai hapus buku dan
hapus tagih Pembiayaan yang antara lain mencak#gaeberikut:
a. kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetojeh Dewan
Komisaris;
b. prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disepaling kurang oleh
Direksi;
c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan sechtih terhadap
pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagh; d
d. kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagitupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemekaiBank sebagaimana
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat daakukrhadap Aktiva
Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang memilikilikast Macet.
Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagldaiva Produktif dalam
bentuk Pembiayaafpartial write off).
Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagianpumawntuk seluruh Aktiva

Produktif dalam bentuk Pembiayaan.

Pasal 48
Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dichaledam Pasal 47 hanya

dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagaraugang maksimal untuk

menyelesaikan..
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menyelesaikan Aktiva Produktif yang digolongkan kelac
Bank wajib menatausahakan dokumen mengenai upaywsy glakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pbarngan pelaksanaan hapus
buku dan/atau hapus hak tagih.
Bank wajib menatausahakan data dan informasi memngéktiva Produktif

dalam bentuk Pembiayaan yang telah dihapus buklatdandihapus tagih.

BAB VI

SANKSI

Pasal 49
Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Ra®&asal 4 ayat (1), Pasal 4
ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Fad2dsal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat
(1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasaya®(5), Pasal 13 ayat (2), Pasal
13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16, Pasald9(1), Pasal 23, Pasal 24 ayat
(4), Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayaP48al 33 ayat (1), Pasal 33
ayat (2), Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), Pasal 3qaydasal 37, Pasal 39 ayat (1),
Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 44(hyaPasal 45 ayat (1), Pasal 45
ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1plPasayat (2), dan/atau Pasal 48
dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimakkddm Pasal 58 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang PerbaBkanah.
Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat @)k Bang melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 19 wajib membentuk RBAsar 100% (seratus

persen) terhadap aktiva dimaksud.

BAB VIII ...
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50
Penggolongan kualitas dan pembentukan PPA untukva&Kion Produktif dalam
bentuk AYDA yang dimiliki Bank sebelum berlakunyarBturan Bank Indonesia ini
dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank IsgomMéomor 8/21/PBI/2006
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yangl&keanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah [ditdakhir dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI1/2008.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indomasi ditetapkan dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal 52

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesianaka:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentBenilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usalkad8sarkan Prinsip
Syariah;

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentdgyubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 TentRenilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usalkad8sarkan Prinsip
Syariah; dan

c. Peraturan..
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c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI1/2008 tenRerubahan Kedua Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 TentRenilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usalkad8sarkan Prinsip
Syariah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53
Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indomsiaor 8/21/PBI/2006 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang MelaksaarakKegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah [itdakhir dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008 dinyatakan ptetberlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 54

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyretamgan Peraturan Bank

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaggand Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2011
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR40
DPbS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 13 /PBI/2011
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

UMUM

Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakirn, K@#amk harus
mampu melakukan penanaman dana yang dapat metkgnadieuntungan
optimal dengan tetap berpegang kepada prinsip kehtén dan Prinsip
Syariah. Pengembangan industri perbankan syariedebiet perlu didukung
dengan perangkat kebijakan dan pengaturan yang eréab keleluasan kepada
perbankan syariah untuk menawarkan produk danymsg lebih sesuai dengan

karakteristik kegiatan usaha nasabah yang dibiayai.

Dalam rangka mengantisipasi risiko kerugian yangigkin muncul atas
penanaman dana tersebut, Bank wajib membentuk gbkagi penghapusan

aktiva berdasarkan hasil penilaian kualitas aktiva.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 T&008 tentang
Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 TahurB 2@@tang Surat
Berharga Syariah Negara, dan perubahan ketentueaitti&innya, serta untuk
mendukung pengembangan industri perbankan syaiaéh perlu diatur kembali
beberapa batasan dan kriteria penilaian kualitasvaakserta pembentukan

penyisihan penghapusan aktiva untuk setiap peagadiana.

II. PASAL ...



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian dalaengmaman
dan/atau penyediaan dana” adalah penanaman dampeteediaan
dana dilakukan antara lain berdasarkan:

1) analisis kelayakan usaha dengan memperhatikangphkilirang
faktor 5C Character, Capital, Capacity, Condition of economy
danCollateral); dan/atau

2) penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinpgearmance,

dan kemampuan membayar.

Ayat (2)

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasndisi

nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai

Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi

perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu kieiwa

Yang dimaksud dengan “mengambil langkah-langkahisigasi”
adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahaketasigkinan

timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

Cukup jelas.

Pasal 4...



Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penilaian kualitas aktiva yang ditetapkan oleh Bhmonesia antara
lain didasarkan pada pemeriksaan atau pengawasdn Ba

Ayat (3)
Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah gréatiuan
yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bankndglartemuan

terakhir dalam rangka pemeriksaan Bagkit(meetiny

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh:
Bank A memberikan PembiayaaMudharabah dan Pembiayaan
Murabahahkepada nasabah X. Hasil penilaian yang dilakukankB
A untuk masing-masing Aktiva Produktif adalah sebdugprikut:
a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Pembiaysiamharabah dan
b. Kurang Lancar, untuk Pembiayasturabahah
Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 )(s&sabah,
maka kualitas Aktiva Produktif yang digolongkan rol®ank A
kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah Yaitang Lancar.

Ayat (4) ...



Ayat (4)
Mengingat faktor penilaian untuk penggolongan kaali Aktiva
Produktif dalam bentuk Pembiayaan berbeda denddarfpenilaian
untuk penggolongan kualitas Aktiva Produktif daldmntuk Surat
Berharga Syariah maka kualitas untuk kedua jenisvAkProduktif
tersebut dapat digolongkan secara berbeda meskiptuk nasabah

yang sama.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen yang lengkap” add@kumen
penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasialisa,
keputusan, dan pemantauan atas penanaman danpesaliahannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb...



Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah wajilg
melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sedemgan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan aggrorén
keuangan nasabah akurat dan dapat dipercaya, myahdgiondisi
keuangan nasabah merupakan salah satu kriterian daéaggolongan
kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangang
berlaku” antara lain adalah Peraturan Pemerintamd¥o24 Tahun
1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusatetzagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NomoaBdnr1999.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Rguadn yang
telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBHaksewal
Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.
Contoh:
PembiayaarMudharabahdiberikan pada bulan Maret 2011, dengan
jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Penghitunggamalasi PBH
yang dilakukan pada bulan Juni 2011 adalah PBHnbMaret 2011
ditambah PBH bulan April 2011 ditambah PBH bulani 2611
ditambah PBH bulan Juni 2011.

Ayat (3)
PBH tidak selalu ditetapkan dalam periode bulanan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13..



Pasal 13

Ayat (1)
Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angswuilawk secara
berkala disesuaikan dengan karakteristik usahdahsang dibiayai.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “langkah-langkah untuk memgirasiko”
antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasphlng kurang 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lainnya” ahdal
penerbitan jaminan dan/atau pembukbatter of Credit(L/C).
Huruf b

Kecukupan sistem pengendalian risikask control systemn
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai manajemen risiko bagi Bank.

Penilaian tingkat kesehatan mengacu pada ketenBeamk
Indonesia yang mengatur mengenai tingkat keselzak.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bagi Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan ‘G@a(
puluh) nasabah terbesar” adalah 50 (lima puluhles terbesar
dari Unit Usaha Syariah, tidak termasuk nasabah lo@nk
induknya.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat diperdagangkan sepangasuali
dengan Prinsip Syariah” adalah akad yang dipakbags dasar
penerbitan Surat Berharga Syariah memperbolehkaat 8erharga
Syariah tersebut untuk diperdagangkan dengan mengada fatwa

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 18..



Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yarmkud
berdasarkan nilai pasar’ adalah surat berharga yarsgdia untuk
dijual (available for salg dan Surat Berharga Syariah dalam
portofolio untuk diperdagangkatrgdding).
Huruf a
Yang dimaksud dengan “aktif diperdagangkan di buesk”
adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dajar
(arms length transactigndi bursa efek di Indonesia dalam 10
(sepuluh) hari kerja terakhir.
Huruf b
Informasi nilai pasar secara transparan harus aipatoleh dari
media publikasi yang lazim untuk transaksi bursk ef
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yarakud
berdasarkan harga perolehan” adalah surat berhagg dimiliki
hingga jatuh tempadpld to maturity.

Yang dimaksud dengan “peringkat investasvéstment gradedan
lembaga pemeringkat” yaitu peringkat dan lembagaepmgkat yang
diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan keteny@enry berlaku

mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat.

Ayat (3) ...



-10 -
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Kepemilikan Surat Berharga Syariah yang dihubungkam dijamin
dengan aset tertentu yang mendasardérlying reference asgetang
berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujanyertaan
Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakudkemgan
persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksagndedtentuan
Bank Indonesia yang berlaku.
Ayat (2)
Huruf a
Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dindadastara lain
disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Bisttonesia
(KSEI), atau Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah di&kataierkait

langsung dengan aset yang mendasg@asg through apabila

pembayaran..
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pembayaran pokok dan marjin/bagi hdésé/Surat Berharga Syariah
semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dafinioagi
hasilfeedari aset yang mendasatri.
Ayat (2)
Huruf a
Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentblrat
Berharga Syariah berupa sertifikat reksadana yamndalsarkan
ketentuan penilaian kualitas Aktiva Produktif daldmentuk
Surat Berharga Syariah, dilakukan terhadap setifickksadana
sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap gseisyang
mendasari sertifikat reksadana dimaksud.
Huruf b
Penilaian atas kualitas aset yang mendasari kattifeksadana
dan kualitas penerbit sertifikat reksadana ditekarpada:
1. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit maupuragi
terkait lainnya seperti asuransi; dan
2. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit ygn

mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 21
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan “Bank Lain” yaitu bank pertedbau

bank pemberi endosemen.

Hurufb...
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Huruf b

Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakitegat tidak aktif
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidakmiliki

peringkat antara lain wesel ekspor.

Yang dimaksud dengan “Bank Lain” yaitu bank pertedtau bank

pemberi endosemen.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerugian kumulatif” adalahrugen
perusahaan setelah diperhitungkan dengan laba elagi&n tahun-
tahun sebelumnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laba kumulatif’ adalah labErupahaan

setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tabbelumnya.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku danu atasulitan
penjualan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ankaira disebabkan
karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajg@ersahaan,
kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadegmsperusahaan.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1)
Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio
KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bdnk
dalam negeri atau oleh otoritas yang berwenandgkurank
di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Angka 2)
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengariLinkage Program”adalah kerja sama antara
Bank dan BPRS, dalam menyalurkan Pembiayaan kepatiaM.
Linkage Programdengan polaexecutingadalah Pembiayaan yang

diberikan Bank kepada BPRS untuk diteruspinjamkgpakia nasabah
Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang risikonya menjgban BPRS.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “tagihan akseptasi” adalaihdaagyang timbul

sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadaphberjangka.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur isttulermasuk

mekanisme pengambilalihan AYDA dan persyaratan AYDA

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33..
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Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengamét realizable valueadalah estimasi harga
pasar dikurangi estimasi biaya dalam rangka pentalthbn AYDA.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pada saat pengambilalihan AYDA, Bank melakukan getan

sebagai berikut:

- apabilanet realizable valudebih besar dari nilai Pembiayaan
(hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA sabeilai
Pembiayaan dan selisih lebihnya dicatat dalam iagen
administratif Bank karena merupakan hak nasabah,; at

- apabilanet realizable valudebih kecil dari nilai Pembiayaan
(hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA salreet
realizable valuedan selisih kurangnya dicatat dalam pembukuan
Bank sebagai kewajiban nasababh.

Pasal 34
Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank segera meAjYiBIA dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai bgd#ndang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikanbuntuk
memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut.

Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih besar daridmgt nasabah
maka selisih lebihnya merupakan hak nasabah. Ddiamhasil

pencairan AYDA lebih kecil dari hutang nasabah madisih

kurangnya...
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kurangnya tetap merupakan kewajiban nasabah. Daddmank tidak
dapat menagih kewajiban nasabah tersebut maka Bapat
mencatatnya sebagai kerugian Bank.
Ayat (2)
Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dasrrimisi mengenai

upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Properti Terbengkalai” adalkhva tetap
yang dimiliki Bank dalam bentuk tanah dan/atau lbizag yang tidak

digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

Tidak termasuk dalam pengertian properti terberagledalah:

- properti yang dikategorikan memiliki Kklasifikasi bsgyai aset
Bank dalam Pembiayaaharah sesuai fatwa dan ketentuan
berlaku;

- properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatsaha
Bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajaepesti
rumah dinas dan properti untuk sarana pendidikian; a

- properti lain yang telah ditetapkan untuk digunaBamk dalam
kegiatan usaha dalam waktu dekat, misalnya tanalbaiagunan
di atasnya yang sedang dipersiapkan untuk mengdok Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Contoh:
Suatu properti berupa gedung terdiri dari 10 (sgpulantai. Lantai 1
sampai dengan lantai 6 digunakan untuk kegiatahaugang lazim.
Lantai 7 sampai dengan lantai 10 tidak digolong&ebagai Properti
Terbengkalai meskipun tidak digunakan.
Ayat (4)
Contoh:
Suatu properti berupa gedung mempunyai luas 1.08@rnpersegi.
Yang digunakan untuk kegiatan usaha yang lazimaseBl00 meter
persegi. Sisanya seluas 800 meter persegi digadongsebagai

Properti Terbengkalai.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “upaya penyelesaian” antaira u@aya
pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.
Ayat (2)
Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dasrrimisi mengenai

upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39..



Pasal 39
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Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh tranBakd diakui dan
dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksrseteut dan
mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksy dapat

mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Pasal 40

Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rehkg Antar
Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukaset offdengan Rekening Antar
Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan tr&ss#&@elum dapat

dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Ayat (1)

Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif disnakan untuk
mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dak amtisipasi

terhadap potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 41

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiaygamah atau ljarah
Muntahiya Bittamlikmengacu pada standar akuntansi keuangan yang
berlaku untuk bank syariah. Kebijakan penyusutau amortisasi
yang dipilih harus konsisten dan mencerminkan folasumsi yang
diharapkan dari manfaat ekonomi di masa deparotigekijarah.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan “Pembiayaan multijasa” adBkambiayaan Bank

kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfasuatagasa.

Pasal 43

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adakmerintah
pusat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “giro, tabungan, dan deposadalah
termasuk giro, tabungan, dan deposito di bank ukmmrensional.

Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd...
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Huruf d

Peringkat investasiirivestment grade didasarkan pada peringkat
dalam satu tahun terakhir yang diakui oleh Bankohesia sesuai
dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembagaripgket dan
peringkat. Apabila peringkat yang diterbitkan olelembaga
pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak teesediaka surat
berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf e

Pengikatan agunan dengan hak tanggungan harusi sgsogan
ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundahgagan yang
berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada magsdadaftaran,

sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agutimaksud.

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah mengaepakia standar
akuntansi keuangan yang berlaku.
Huruf f

Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta yaegirnberada
diatasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Pdaaberian Hak

Tanggungan.

Pengikatan agunan dengan hipotek harus sesuairé&etEntuan dan
prosedur dalam peraturan perundang-undangan yangakie
termasuk namun tidak terbatas pada masalah perataftsehingga

Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimdks

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai ridegentuan dan
prosedur dalam peraturan perundang-undangan yangakie
termasuk namun tidak terbatas pada masalah perataftsehingga

Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimdks

Yang...
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Yang dimaksud dengan “resi gudang” adalah resi mgda
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomoh@nT2006
tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perungdaiepgan
lainnya. Hak jaminan atas resi gudang adalah hakingn yang
dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utam@gg
memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi pendnakgaminan

terhadap kreditor yang lain.

Nilai wajar untuk resi gudang adalah nilai yanguditikan oleh pihak
atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan p@gHuchdangan

yang berlaku untuk resi gudang.

Pasal 44
Nilai agunan dapat mengalami perubahan sesuai pasilaian terkini
antara lain karena terjadinya perubahan nilai pdsidai Jual Objek Pajak

(NJOP), dan perubahan fisik agunan.

Pasal 45

Ayat (1)
Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)edigungkan
terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepadsalmeh atau grup
nasabah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46..
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Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah gréathuan
yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bankndglartemuan

terakhir dalam rangka pemeriksaan Bagkit(meetiny

Pasal 47
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindaldmirastratif
Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang menklilitas
Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah taapghapus atau

menghilangkan hak tagih Bank kepada nasabah.

Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindak&ank
menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat shsiede untuk
selamanya (hak tagih menjadi hapus).

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagiaraa lain
memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan @aggung jawab
serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap sel@mbiByaan yang
diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.
Ayat (4)
Hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif malhentuk
Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangkaukéstisasi

Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaa

Pasal 48

Ayat (1)
Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bempeikagihan
kepada nasabah, restrukturisasi Pembiayaan, mermattgayaran
dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva ékotldimaksud,
dan/atau penyelesaian Pembiayaan melalui pengdiméiagunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52..
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Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
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